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MENTERI HUEUM DAN HAK ASAS]I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.05.1L.02.01 TAHUN 2006
TENTANG
RUMAH DETENSI IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang
keimigrasian perlu diatur mengenai tempat penampungan
sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang
keimigrasian, yang dikenakan tindakan keimigrasian
ditempatkan dan ditampung pada Rumah Detensi Imigrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perly menetapkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Rumah

. Detensi Imigrasi;

-~ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
» (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

23

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata
Cara - Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang
Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3562);

Peraturan  Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Sustunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.04.PR.07.04 Tahun 2003 tentang  Perubahan Atas
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Imigrasi;

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Detensi Imigrasi;



7.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M-03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG RUMAH DETENSI IMIGRASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disingkat RUDENIM
adalah tempat penampungan sementara orang asing yang
melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan
tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan ke
negaranya.

Ruang Detensi Imigrasi adalah ruangan di Direktorat Jenderal
Imigrasi, Kantor Imigrasi, atau di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi yang berfungsi sebagai ruang pendetensian
sementara, untuk menunggu proses penempatan ke RUDENIM
atau Pengusiran/Deportasi.

Deteni adalah orang asing penghuni RUDENIM atau Ruang
Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan
pendetensian dari Pejabat Imigrasi.

Pengusiran/Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang
asing dari wilayah negara Republik Indonesia karena
keberadaannya tidak dikehendaki.

Pemulangan adalah mengembalikan orang asing dari wilayah
negara Republik Indonesia ke negara asal atau ke negara lain
yang menerimanya.

Pasal 2

Penempatan orang asing di RUDENIM atau Ruang Detensi
Imigrasi, dalam hal yang bersangkutan :

a.

b.
C.

berada di wilayah negara Republik Indonesia tanpa memiliki
izin keimigrasian yang sah;

menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi;
menunggu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
mengenai permohonan keberatan yang diajukan;

terkena Tindakan Keimigrasian; dan

telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan
atau pengusiran/deportasi.
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Pasal 3

Pendetensian orang asing pada RUDENIM dilaksanakan
dengan surat perintah pendetensian dari Kepala RUDENIM
berdasarkan Keputusan Tindakan Keimigrasian yang
ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi,
Kepala Divisi Keimigrasian, atau Kepala Kantor Imigrasi.
Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di
Kantor Imigrasi dilaksanakan dengan surat perintah
pendetensian dari Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan
Keputusan Tindakan Keimigrasian yang ditetapkan secara
tertulis oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di
Direktorat Jenderal Imigrasi dilaksanakan dengan surat
perintah pendetensian dari Direktur Jenderal Imigrasi
berdasarkan Keputusan Tindakan Keimigrasian yang
ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 4
Pemindahan Deteni dari dan ke RUDENIM lain atau ke
tempat lain  dilaksanakan  berdasarkan Keputusan
Pemindahan dari Kepala RUDENIM tempat Deteni
dipindahkan disertai dengan berita acara serah terima
Deteni.
Pemindahan Deteni antar-RUDENIM dilakukan dengan
pengawalan dan pengawasan oleh Petugas Imigrasi
dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala RUDENIM
tempat Deteni dipindahkan.
Pemindahan Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

Kepala RUDENIM dapat menerima Deteni yang berasal dari
Kantor Imigrasi di luar wilayah kerja RUDENIM tersebut
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
wilayah kerjanya meliputi RUDENIM yang bersangkutan.
Dalam keadaan mendesak, Kepala RUDENIM dapat
menerima dan menempatkan Deteni pada RUDENIM yang
dipimpinnya sebelum persetujuan tertulis dari Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
wilayah kerjanya meliputi RUDENIM yang bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderai Imigrasi.

Pasal 6

Penempatan Deteni pada RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi
dilakukan dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, kondisi
kesehatan, dan tingkat pengamanannya.



Pasal 7
Perawatan Deteni meliputi penyediaan makanan, tempat tidur,
pelayanan kesehatan, dan pembinaan rohani.

Pasal 8
(1) Kepala RUDENIM membuat Keputusan Pengeluaran Deteni
dalam rangka pemulangan atau pengusiran/deportasi Deteni.
(2) Pengeluaran Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan pengawalan dan pengawasan ke
tempat pemberangkatan.

Pasal 9

(1) Kepala RUDENIM mengatur keamanan, ketertiban,
kunjungan, dan izin keluar sementara bagi Deteni.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan, ketertiban,
kunjungan, dan izin keluar sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Imigrasi.

Pasal 10
(1) Deteni dapat menerima kunjungan dari keluarga, penasihat
hukum, perwakilan negaranya, atau pihak lain setelah
mendapat izin dari Kepala RUDENIM.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai  kunjungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Imigrasi.

Pasal 11
Penyidik Keimigrasian, Pejabat Imigrasi/Petugas Imigrasi, atau
petugas yang terkait untuk kepentingan pemeriksaan dan
wawancara dapat mengunjungi Deteni setelah menunjukkan surat
perintah tugas.

Pasal 12

(1) Deteni vyang melanggar peraturan tata tertib dapat
dikenakan tindakan pengisolasian yang ditetapkan dengan
surat perintah pengisolasian dari Kepala RUDENIM.

(2) Tindakan pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sesuai dengan
tingkat pelanggaran atau kesalahannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan
pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 13
Kepala RUDENIM dapat membuat surat lepas dan memberikan
kepada Deteni yang sudah menjalani pendetensian selama 10
(sepuluh) tahun dan setelah mendapat izin tinggal di Juar
RUDENIM.



Pasal 14
Ketentuan mengenai tata cara penempatan, registrasi, hak dan
kewajiban, larangan, tata tertib, pengeluaran, pemindahan,
pemulangan, pengusiran/deportasi, pengawalan, serta sanksi
pelanggaran larangan dan tata tertib, ataupun pelaporan Deteni
pada RUDENIM, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

Imigrasi.

Pasai 15

(1) Biaya pengawalan Deteni sampai ke tempat pemberangkatan
dalam rangka pemulangan atau pengusiran/deportasi atau
pemindahan ke RUDENIM lain dibebankan pada anggaran
RUDENIM yang memindahkan.

(2) Biaya pengawalan Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi pada
Kantor Imigrasi ke RUDENIM dibebankan pada anggaran
Kantor Imigrasi.

(3) Biaya pengawalan Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi pada
Direktorat Jenderal Imigrasi ke RUDENIM dibebankan pada

anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 16

(1) Biaya pengurusan rumah sakit dan/atau pemakaman Deteni
yang meninggal dunia ditanggung oleh keluarga atau
perwakilan negaranya atau pihak lainnya.

(2) Apabila keluarga, perwakilan negaranya, atau pihak lain tidak
ada atau tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu 2 X 24
(dua kali dua puluh empat) jam, biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran
RUDENIM.

Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-PW.09.02 Tahun
1995 tentang Karantina Imigrasi dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2006

RN HAK ASAST MANUSIA
INDONESIA,
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Menimbang :

a.

4.

r DEPARTEMEN HUKUM

: DAN HAK ASAST MANUSEA R1
rﬂIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
F JLHR RASUNASAIDKAV.8-9

F JAKARTA SELATAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR F-1002.PR.02.10 TAHUN 2006

TENTANG
TATA CARA PENDETENSIAN ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsl Rumah
Detens| Imigrasl perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan
penempatan, registrasi, hak dan kewajiban, larangan, tata tertib,
sanksl, kunjungan, pengisolaslan, Izin keluar sementara, keadaan
mendesak, perawatan, pengeluaran, pemindahan, pemulangan,
pengusiran/ deportasl, pengawalan serta pelaporan Detenl pada Rumah
Detensi Imigrasi; “
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasl tentang tata
cara pendetensian orang asing;

. Undang-Undang Republlk Indonesla Nomor 9 Tahum 1992 tentang

Kelmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia Nomor 30 Tahun 1994
tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara
Republlk Indonesla Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 3561);

. Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesta Nomor 31 Tahun 1994

tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Kelmigradian
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1894 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 3562);
Peraturan Presiden Republik Indonesla Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisas, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republlk Indonesia;



5. Keputusan Mentert Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

~ Indonesia Nomor M.04.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menterl Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03- -

PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Imigrasi;

6. Keputusan Menterl Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesla Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Detens! Imigrasi;

7. Peraturan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusla Republik Indonesia
Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Mén'usla Républlk
Indonesia;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia;

9. Peraturan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.05.1L.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detens Imigrasl.

MEMUTUSKAN :

an: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRAST TENTANG TATA CARA
PENDETENSIAN ORANG ASING.

_. Pasal 1

i‘etenslan orang asing pada Rumah Detensi Imigras! adalah wewenang K=pala
gh Detenst Imigrasl sesual surat keputusan tindakan kelmigrasian yang
kan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Keimlgraslan atau Direktur
eral Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Kelmigrasian;

Bhdetensian orang asing pada Ruang Detens] Imigrasi di Kantor Imigrasi adalah
enang Kepala Kantor Imigrasi sesual surat keputusan tindakan keimigrasian

terbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi;

‘rﬁét‘enslan orang asing pada Ruang Detensl Imigrasi di Direktorat Jenderal
| adalah wewenang Direktur Jenderal Imigrasl Up. Direktur Penyidikan dan
Benindakan Kelmigrasian sesual surat keputusan tindakan keimigrasian yang
i ebltkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyldikan dan Penindakan



Pasal 2
nslan orang asing dllaksanakan sebagal berikut:

Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;

b. Lembar kedua untuk keluarga dan/ atau perwakllan negara yang bersangkutan;
€. Lembar ketlga untuk arsip.

Pada Ruang Detens! Imigrasi di Kantor Imigrasl,

Kepala Kantor Imigrasi membuat:

. Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 5 (llma), terdiri dari:

a. Lembar pertama untuk orang asing yang bersangkutan;

b. Lembar kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan nefjara yang bersangkutan;
¢. Lembar ketiga untuk Direktur Jenderal Imigrast; )
d
e

. Lembar keempat untuk Kepala Divisi Keimigrasian;
. Lembar kellma untuk arsip,
. Pada Rumah Detensi Imigrasi
a. Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyldlkan dan Penindakan Keimigrasian,
membuat: X
4 1) Surat Keputusan Tindakan Kelmigrasian dalam rangkap 4 (empat) terdir| dari:
| a8) Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan ; _
b) Lembar kedua untuk keluarga dan/ atau perwaklian negara yang
bersangkutan;
) Lembar ketiga untuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
d) Lembar keempat untuk arsip, |
2) Berlta Acara Serah Terima Deten| dengan melampirkan :
a) Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
b) Dokumen perjalanan (bagi yang memiiiki);
c} Barang-barang milik Deteni.
b. Kepala Divisi Kelmigrasian, membuat :
1) Surat Keputusan Tindakan Kelmlgréslan dalam rangkap 5 (lima), terdiri dari:
a) Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
b) Lembar kedua untuk keluarga dan/ atay perwakilan negara yang
bersangkutan;
c) Lembar ketiga untuk Kepala Rumah Détensi Imigrasi;
d) Lembar keempat untuk Direktur Jenderal Trmimraels




e) Lembar kelima untuk arsip.

2) Berita Acara Serah Terima Detenl dengan melampirkan:
a) Berita Acara Pemerlksaan dan Berita Acara Pendapat;
b) Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki);
¢) Barang-barang milik Detenl.

c¢. Kepala Kantor Imigrasl, membuat:

1) Surat Keputusan Tindakan Kelmigrasian dalam rangkap 6 (enam), terdirl dari:
a) Lembar pertama untuk orang asing yang bersangkutan; .
b) Lembar kedua untuk keluarga dan / atau perwakilan negara yang

't

bersangkutan; .
c) Lembar ketlga untuk Kepala Rumah Detensl Imigras};
d) Lembar keempat untuk Direktur Jenderal Imigrasl;
e) Lembar kelima untuk Kepala Divisl Kelmigrasian;
% f) Lembar keenam untuk arsip.
¥ 2) Berita Acara Serah Terlma dengan melamplrkan:
' a) Berlta Acara Pemeriksaan dan Berlta Acara Pendapat;
b) Dokumen perjalanan (bagl yang memillki);
¢) Barang-barang millik Detenl.

3 . Pasal 3

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dan Berita Acara Serah Terima
| Deten! sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Rumah Detens! Imigrasl
membuat Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara Pendetensian yang memuat:
a. Identitas diri Deteni;

b. Kondisi kesehatan Detenl;

¢. Inventarisasl barang-barang milik Deteni;

d

e

f

. Dokumen perjalanan Detenl (bagl yang memiliki);

. Instansi pengirim Detenl;

. Alamat keluarga atau sponsor / penfamin Deteni yang dapat dihubungi di
Indonesia dan / atau di luar negert.

(2) Deteni yang telah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, Kepala Rumah Detensl
Imigrasi wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan dalam
rangka proses pemulangan atau pendeportasian/ pengusiran dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyldikan dan Penindakan
Keimigrasian dan Kepala Divisi Kelmigrasian yang meliputl wilayah kerja Rumah
Detens! Imiarasi vanag bersanakutan.,




Pasal 4

':t'f"- v proses serah terima Detenl sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi: ,
| Pemer!ksaan dan penggeledahan Deteni termasuk barang-barang miitknya, dilakukan
. dengan sopan, tertlb dan cermat. Sedangkan pemeriksaan terhadap Detenl wanita
dilakukan oleh petugas wanita;

Z Pengamanan terhadap barang-barang bawaan Deteni yang dapat membahayakan
| keselamatan, keamanan dan ketertlban;

. Penyimpanan dokumen dan barang- barang Deten! pada tempat yang telah ditentukan;
» Pengambilan sidik jarl Detenl dan diterakan pada kartu sidik jarl; |

%/ Pengambllan foto Detenl dan ditempelkan pada buku register serta kartu D :tenl;
Pemerlksaan kondis! kesehatan Deteni yang dilakukan cleh dokter atau para medis
yang ditunjuk oleh Kepala Rumah Detens| Imigrasi

Pasal 5

J Ruang Detens! Imigrasi berada pada setiap Kantor Imigrasl termasuk Tempat
_’“" Pemerlksaan Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi; .

Penempatan Detenl di Ruang Detensi Imigrasl, dilakukan untuk paling fama 7 (tujuh)
harl kerja; '

Penempatan Deteni untuk paling lama 7 (tujuh) harl kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah untuk kepentingan penyelesalan pemerlksaan keimigrasian
dalam rangka tindakan keimigrasian; ,-

Deten yang telah berada di Ruang Detensi Imigras! lebth darl 7 (tujuh) hari kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan dan ditempatkan di Rumah
Detenst Imigrasi. .

Pasal 6
Deteni dapat dipindahkan dari satu Rumah Detens Imigrasl ke Rumah Detensi
Imigrast lainnya dalam hal:

8. Memudahkan pemulangan atau pendeportaslan / pengusiran;
b. Memudahkan untuk berhubungan dengan perwakilan negara;
¢. Deteni dalam keadaan sakit sesual dengan hasil pemeriksaan medis oleh dokter

guna dirujuk ke rumah sakit tertentu;



. 3 e.t Untuk kepentingan keamanan.
| ) :f, (2) Pemindahan Deteni sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan

3 persetujuan tertulls Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyldikan dan

\_ Penindakan Kelmigrasian,

£ 3 Tata cara pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala
Rumah Detensi Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrast Up. Direktur Penyldikan
dan Penindakan Keimigrasian dengan tembusan kepada Kepala Divisi Keimigrasian
yang meliputi wilayah kerja Rumah Detens Imigras! yang bersangkutan.
Pasal 7 B

Pemulangaﬁ atau pendeportasian dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasl
dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Divisi Keimigraslan Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Direktur Jenderal
Imigrasl Up. Direktur Penyldikan dan Penindakan Kelmigrasian;
Dalam hal Deteni tidak memiliki dokumen perjalanan dan/ atau blaya pemulangan ke
negara asal, Kepala Rumah Detensi Imigrasi dépat melakukan koordinasi dengan
Perwaklian Negara Deteni dan plhak-plhak lain yang terkait dengan proses
pemulangan atau pendeportasian;
Detenf yang dikenakan tindakan pengusiran / deportasi dapat diusulkan tindakan
penangkalan.

, Pasal 8 .
Registrasi keglatan pendetensian dilaksanakan dengan mencatat pada buku register
yang terdir! dari : '
3. Buku Reglster Pendetensian, memuat kode register, nomor urut register, nama
lengkap Detenl, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
agama, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjal: nan, Nomor
dan Tanggal Surat Keputusan Tindakan Kelmigrasian, Surat Perintah
Pendetensian, peraturan yang dilanggar, tanggal masuk / keluar dan foto;
+ Buku Register Pemulangan / Pengeluaran, memuat kode register, nomor urut
register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahlr,
kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan,
Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemulangan / Pengeluaran, Tanggal
Keberangkatan dan Nama Tempat Pemeriksaan Imigras!, alat angkut;
. Buky Register Pengustran/ deportasi, memuat kode reglister, nomor urut register,
nama lengkap Deten, jenis kelamin, tempat dan tanaaal [ahir ke m e -
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Tanggal Surat Keputusan Pengusiran/ deportasrl,. tanggal keberangkatan dan
nama Tempat Pemeriksaan Imigrasl, alat angkut} |

Buku Register Pemindahan Deteni antar Rumah Detensi Imigrasl, memuat kode
register, nomor urut register, nama lengkap Detent, jenis kelamin, tempat dan
tanggal lahlr, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran
dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemindahan, tanggal
pemindahan, Rumah Detensi Imigrasl yang dituju, alasan pérhlndahan;

Buku Register Pengisolasian, memuat kode register, nomor urut register, nama
lengkap Detenl, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
nomor, ‘empat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan
Tanggal Surat Perintah Penglsolaslan, alasan pengisolasian dan tanggal mulal
penglsolasian, tanggal berakhir pengisolasian;

Buku Register Penylmpanan dan Penyerahan Barang Detenl, memuat kode
register, nomor urut register, nama lengkap Detenl, jenis kelamin, tempat dan
tangga! lahir, Kewarganegaraan, jenis barang, kondisi barang, tanda tangan
Detenl dan petugas Rumah Detens Imigrast;

Buku Register 1zin Keluar Sementara memuat kode register, nomor uryt register,
nama lengkap Detenl, Jenls kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Alasan Keluar,
Alamat Tujuan, nama, nomor telephon dan alamat lengkap pehjarnln.

Bentuk Buku Reglster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tersebut dalam
lampiran peraturan inl. '

Pasal ¢

- Buku Register dan atau keglatan pendetenslan diber| kode reglster sesuai dengan
 Jenis keglatannya.

Kode Reglster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagal berikut :

+ Kode Register Pendetensian ' 2P1
+ Kode Register Pemulangan / Pengeluaran : 2P2 -
. Kode Register Pengusiran/deportasi 1 2P3
Kode Register Pemlndah_an antar Rumah Detens] Imigrasi : 2p4
+ Kode Register Pengisolasian ' | : 2P5
Kode Register Penylmpanan dan Penyerahan Barang ' 2P6

Kode Register Izin Kejuar Sementara ' 2P7
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3. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. Menyampaikan keluhan:

5. Menerima kunjungan keluarga, sponsor, penasihat hukum, rohaniwan, dokter atau
Perwakilan Negara,

Pasal 16
Kewajlban sebagalmana dimaksud pada Pasal 13, meliput| ;
Menaati peraturan tata tertib yang berlaku;
Memelihara perikehidupan yang aman dan tertib;
Memelihara barang inventaris;

o Cad ?,J [

Menghormat! hak orang lain;
Memberikan keterangan yang benar kepada Petugas Rumah Deteng] Imigrasl,

n

Pasal 17
~arangan sebagalmana dimaksud pada Pasal 13, meliputi :
Melakukan perbuatan asuslla; .
Membawa, menylmpan, membuat atay memiliki senjata api dan atau senjata tajam;
Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiilki, memperdagangkan
minuman keras, narkotika, pstkotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
Melakukan Penganlayaan, kegaduhan dan kerlcuhan;
Melakukan pencurian dan pemerasan;
Melakukan jual belf barang secara tidak sah dan melanggar hukum yang berlaku;

/. Membawa dan menggunakan alat komunlkas] yang dapat mengganggu keamanan dan
xetertiban; '

Lol P 4n
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Melakukan perbuatan terfarang lainnya sesual peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

i Pasal 18
6. {1} Tata tertib- sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, mellputl tata tertlb makan, mandi,

dikamar, menerima kunfungan dan menglkutl  keglatan pembinaan atay
pembimbingan.

<&} Tata tertlb makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi; ”
£ . Pada saat makan, badan dalam keadaan bersih, berpakalan rapl dan sopan;
b. Duduk dengan sopan; -

Berdoa sebelum dan sesudah makan;

kan secukupnya dan tidak berlebihan;
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. Tidak meninggalkan pakalan kotor dl kamar mand;

a.
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Menggunakan perlengkapan makan yang disedlakan sesual dengan
kegunaannya. '

{(3) Tata tertib mandi sebagalmana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.
b.
C.

Mandl dilaksanakan pada tempat yang telah disediakan;
Pergl ke kamar mand! maupun setelah selesal mandi berpakalan sopan;
Kamar mandl senantiasa bersih, tidak membuang sampah di dalam kamar

mandl;
Menggunakan air mandi secukupnya;

Mematlkan kran air apablla sudah tidak dipergunakan.

Tata tertlb dikamar sebagalmana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

Detent pria dilarang masuk di blok atay ruang wanita, demikian pula sebaliknya
wanita dilarang masuk ke ruang prla;

Memelthara keutuhan fasilitas, keindahan, keamanan dan kebersihan kamar
Detenl;

Dilarang memasukl kamar Detenl lainnya tanpa seizin petugas yang berwenang;
Dilarang memindahkan atau merusak fasilitas kamar, meémasang gambar yang
dapat mengganggu ketertiban dan keberslhan kamar Deten|;

. Dilarang membawa, menylmpan, mempergunakan, mengedarkan barang-barang

atau benda-benda terlarang berupa minuman keras, narkotika, psikotroplka dan
zat aditif lainnya (NAPZA); |
Dilarang memillk, menylmpan, membuat dan mempergunakan senjata ap! atau
senjata tajam; '

. Dllarang menerima tamu atau keluarga dl kamar Deteni;

Dllarang memanfaatkan fasiiitas kamar. Detenl yang bukan pPeruntu’:annya tanpa
selfin Petugas yang berwenang;

Dharang menempelkan stiker atau poster di dalam kamar Deteni:

Dilarang membuat kegaduhan dan kericuhan;

Dilarang mencorat-coret dinding kamar hunlan;

Deteni diwajlbkan bangun pagl selambat-lambatnya jam 10.00 waktu setempat
kecuall bagl mereka yang sakit dan kembali masuk ruangan kamar masing-
masing paling lambat jam 15.00 wakty setempat;

» Deteni wajib membersihkan ruangan atau meraplkan tempat tidurnya set;a;p hari
dan dalam 1 (satu) minggu sekall diwajibkan fkut serts membersihkan Rumah
| DetenslImlgrasl, |

Detenlwajlbmembina hubungan baik dengan sesama Detenj dj daiam Rumah
CDatanel TslAars el e Do Pkt e . o
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0. Dilarang melakukan perbuatan terlarang ialnnya sesual ketentuan yang berlaku.

{5} Tata tertib menerima kunjungan sebagalmana dimaksid pada ayat (1), meliput] :

a. Deteni hanya diperbolehkan berada di fuang depan atay ruang tamu dan
halaman depan pada waktu jam kunjungan setelah mendapat izin dari Petugas
Rumah Detensi Imigrasi; |

b. Menerima tamu atau keluarga yang berkunjung dengan menggunakan pakalan

| yang rapi dan sopan di tempat dan waktu yang telah dltenfukan;

C. Lamanya waktu kunjungan sesual wakty yang telah diatur oleh Petugas Rumah
Detens! Imigrasi ; ‘

d. Saat menerima tamuy duduk dan berbicara dengan sopan.

E--L {6) Tata tertlb menglkuti  keglatan pembinaan atau pembimbingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi : | |

3. Mengenakan pakalan Yang bersih dan sopan;

b. Mengikut| kegiatan pembinaan atau pembimbingan dengan tertib;

C. Melaksanakan perintah atau pengarahan dari Petugas Pembimbing;

d. Deteni yang ditunjuk sebaga koordinator keglatan, membanty mempersiapkan
tempat dan menjaga keutuhan serta kelengkapan peraiatan kera,

=%

Pasal 19
m Sanksl pelahggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, berupa :
. Teguran secara lisan;
¢. Teguran tertulis, dalam bentuk:
3. Penfatuhan hukuman disiplin dalam bentuk penglsolasian (straf se);
g b. Penfatuhan hukuman dislplin dalam bentuk Pencabutan hak tertenty dalam wakty
~" yang ditentukan.

Pasal 20
(1) Deten! selama d Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi disediakan
1' perl_eng_kapan makan, minum, mandi, tempat tidur dan ruang untuk berlbadah:
| 'Detgm::-mgrj;agéi;‘fpalgafaﬁ,dengan memperhatikan etika kesopanan dalam berpakalan,

T S Pasal 21
Det_enlr.ﬁftjlbeﬂ}jgt_a_ﬁ?_'maikan' dan minum sesyal dengan ketentuan yang berlaku;
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(2} Apablla Deteni menderita sakit atau menyusul anak, dapat diberikan makanan sesua
dengan petunjuk dokter pemerintah dan bagi yang 'melakukan_lbadah puasa dapat
diberikan makanan sesyai Suasana ibadah;

Pengadaan bahan makanan, baik jenis menu dan jumiah kalorl, dilakukan sesuaj

dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal 22 |

Detenl berhak mendapat kunjungan keluarga, Sponsor, Perwabilan Negara,

penasihat hukum, doktar dan rohaniwan; | o

Dalam hal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

3. untuk Rumah Detens! Imigras; harus mendapat Izin dar Kepala Rumah Detens|
Imigrasi:

D. untuk Ruang Detensi Imigrasl pada Kantor Imigrasi haru.s mendapat izin dar|
Kepala Kantor Imigrasi; , '

¢ untuk Ruang Deteng Imigrasi pada Direktorat jenderal Imigrasi  haryg
mendapatkan Izin dar| Direktur Jenderal Imigrast Up. Direktyr Penyidikan dan

adalah 2 X dalam 1 (satu) minggu pada harl kerja dan jam kerfa kecuali dalam
keadaan yang bersifat khusus; '

] {4) Setlap kunjungan dicatat dalam Buky Tamu, memuat nomor urut, nama, jenis
| kelamin dan alamat lengkap pengunjung, peke}jaan, maksud dan tujuan kunjungan,
tanggal dan jam kunjungan, nama lengkap Deten.

Pasal 23
{1} Dalam menjaga kesehatan Jasmani Deteni, dapat diadakan senam pagl dan olah
raga lain sesual dengan fasllitas yang tersedia;
) Detenl selama berada dalam Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detens; Imigrasi,

terdekat dengan Pengawalan dan Pengawasan Petugas Rumah Deteng) Imigrasi atay
Petugas Ruang Detensi Imigrasi.
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8. Memberitahukan hal tersebut kepada Petugas Kepalisian setempat guna
mendapatkan penanganan sebagaimana mestlr.ya’;*

b. Meminta surat keterangan kematian dari dokter yang melakukan visum et
repertum dan/ atau otopsi;

c. Melaporkan kepada Kepala Divisi Kelmigrasian yang membawahl Rumah Detens|
Imigrasi;

d. Memberitahukan kepada plhak keiuarga, sponsor dan atay Kepala Perwakilan
Negara Deteni,

Pihak keluarga, sponsor dan/ atau Kepala Perwakllan Negara Deteni yang telah

diberitahu tentang kematian Deteni dan tidak mengambil mayat Detenl dalam waktu

2 X 24 fam, Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pemakaman dengan cara

- dikubur atau dikremasl;

3} Barang-barang milik Deteni yang meninggal dunla, diserahkan kepada keluarga,

sponsor atau Perwakilan Negara yang bersangkutan disertal dengan Berita Acara

Serah Terima dan jlka tidak ada yang bersedia menerima, barang-barang tersebut

diserahkan kepada dinas sosial, |

Pasal 25
Kepala Rumah Detensi. Imigrasi memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban
I‘\'V'é:,"“mgkungan Rumah Detensl Imigrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikar oleh Kepala
J Seksi Keamanan dan Ketertiban.

: Pasal 26

fﬁanefihara dan menjaga kearnanan sebagalmana dimaksud pada Pasal 25, melakukan
.-“imdakan .

3 i. Mencegah terfadi pe!arlan dan kerusuhan dalam Rumah Detensi Imigrasl serta
memelihara, mengawasl dan menjaga terselenggaranya keamanan dan ketertiban di
Rumah Detensl Imigrasi;

Pengamanan terhadap Detenl, pegawal, bangunan, perlengkapan dan lingkungan dari
gangguan dan ancaman dari dalam maupun darf luar;
Memelihara, mengawasl dan menjaga keutuhan barang Inventarls Rumah Detensi
Imigrasi;

h‘_. :
H

O Ve
ke
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b

ba. Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban dengan membuat laporan harian,

Pasal 27
z; Kepala Rumah Detens) Imlgrasl dapat membentuk regu jaga petugas Rumah Detens

TPl ot s
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Bagl petugas Rumah Detensi Imigrasl wajlb mematuhi tata tertlb yang telah

ditentukan; .
Petugas Rumah Detensi Imigrasi wajib hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum
jam dinasnya;

Dalam menjalankan tugas, petugas Rumah Detensi Imigrasi wajib berpakaian
seragam dan dilarang meninggalkan tugas tanpa Izin dari kepala regu jaga;

Petugas Rumah Detensl Imigrasi dllarang menjadi penghlibung darl dan untuk
Deteni guna kepentingan apapun secara tldak sah dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang¥undangan yang beriaku.

Pasai 28 '
Kepala Rumah Detensl Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin
keluar sementara kepada Detenl untuk kepentingan pemeriksaan kelmigrasian atau
kesehatan, keperluan pembuatan dokumen perjalanan, kunjungan keluarga
(perkawinan, kelahiran, kematlan atau keluarga saklt keras) yang bertempat tinggal
di Indonesia;
1zin keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat I1zin Keluar
Sementara dengan batasan waktu yang telah ditetapkan;
Deteni yang diberlkan lzin keluar sementara wajlb dilakukan pengawalan oleh
Petugas Rumah Detensl Imigrasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Detens
Imigrasi;
Petugas Pengawalan dalam menjalankan tugasnya dilengkapl dengan Surat Perintah
Pengawalan; “
Prosedur keluar dan masuk tersebut wajlb dicatat datanya dalam Buku Register Izin
Keluar Sementara.

Pasal 29 _
Pengawalan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) juga untuk
kepentingan pemulangan, pengusiran dan pemindahan antar Rumah Detens]
Imigrast;
Petugas Pengawalan dilarang meninggalkan Detenl yang dikawal selama dalam
perjalanan sampal ke tempat tujuan; |
Penyerahan Deteni oleh Petugas Pengawalan kepada pihak yang berwenang lainnya
wajlb disertal Berita Acara Serah Terlma;

B} Petugas Pengawalan dapat menggunakan cara pengamanan maks'mum™ untuk
" mencegah larinya Deten!,
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Pasal 30

{1} Surat Izin Keluar Sementara ditandatangani oleh Kepala Rumah Detensl Imigrasi
yang memuat :

a. ldentitas Detenl;

b. Tanggal pengeluaran;

¢. Alasan pengeluaran;

d. Masa berlaku Surat Keterangan Izin Keluar sementara;

g. Identitas petugas pengawal.

’

.
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Surat Izin Keluar Sementara sebagaimana_ dimaksud dalam ayat (1), dibuat dalam
rangkap 4 (empat), terdiri;

a. Lembar pertama untuk Petugas Rumah Detensi Imigrasl;

b. Lembar kedua untuk Detent;

¢. Lembar ketiga untuk Kepala Divis Imigrasi;

d. Lembar keempat untuk arsip.

Tata cara pengajuan lzin Keluar Sementara dalam hal kunjungan keluarga wajlb
melampirkan; |

a. Surat Permohonan disertal alasan;

b. Surat Jaminan;

C. Kartu Tanda Penduduk atau Dokumen Perjalanan penjamin.

@;3 )
| ---Z}»f!rektur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian melalui

jﬁ Kepala Divisl Kelmigrasian dapat memerintahkan Kepala Rumah Detensi Imigras! untuk
mengeluarkan sementara Deteni untuk kepentingan pemeriksaan kelmigraslan,

o

I e

Pasal 32
Blaya pengawaian dan pemindahan Detenl ke tempat yang dituju, dibebankan
kepada Detenl, keluarga dan atau sponsor. Apabila tidak dapat dipenuhi oleh Deten|
can atau sponsor, maka blaya tersebut akan dibebankan kepada anggaran Rumah
Cetensl Imigrasl dan / atau Direktorat Jenderal Imigrasl sesual dengan ketentuan
yang berlaku;
Biaya pemulangan dan pengusiran Detenl ke negara asal atau negara ketiga,

dibebankan kepada Detenl, perwakilan negara Detenl, atau plhak ketiga sebagal
B - donatur atau penjamin:

.
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{3} Deteni yang ditempatkan ditempat laln, maka seluruh biaya dibebankan ‘Repada
L Detenl dan atau sponsor atau plhak ketiga. Apabila tidak dapat dipenuhl oleh Detent
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dar‘t atau sponsor, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada anggaran Rumah

( ;..‘:lsai ;3’? |

Detens! Imigrasl.

{ Xepala Rumah Detensl Imigrasi menyampaikan laporan bulanan mengenai segala
} glatan pendetensian kepada Kepala Divisl Kelmigraslan pada Kantor Wilayah
:*,t:esartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Cirektur Jenderal

| ﬁémfgrasi Up. Direktur Penyfdlkan dan Penindakan Keimigraslan.

CPasal 33

::} Kepala Kantor Imigrasl yang menempatkan orang asing di Rumah Detens| Imigras

melaporkan kepada Kepala Divis| Keimigrasian dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;

Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyldikan dan Penindakan Keimigrasian

dalam waktu 2 x 24 jam menginformasikan kepada Perwakilan Negara Detent
gengan tembusan Departemen Luar Negerl,

Pasal 35 o

| =gir2n dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigras Ini merupakan satu kesatuan yang
| terpisahkan darl Peraturan inl,

Pasal 36
saat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mutal berlaku, Petunjuk Pelaksanaan

Preicsr Jenderal Imigrasl Nomor F-312.1L.02.10 Tahun 1995 tentang Karantina Imigrasi
t dan dinyatakan tidak berlaku,

: Pasal 37
rec.ran Direktur Jenderal Imigrasi ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2006




